KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG

NOMOR 70 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA TATA KELOLA LOGISTIK PEMILU
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG

TAHUN ANGGARAN 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG,

Menimbang

Mengingat

< ke

< q.

bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 1395 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis
Tata Kelola Logistik Pemilihan Umum dalam rangka
pelaksanaan pengelolaan logistik Pemilihan Umum sesuai
standar, prosedur, kebutuhan Pada Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2023;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang tentang
Pembentukan Kelompok Kerja Perencanaan Kegiatan dan
Anggaran Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2023.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubenur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik



Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6735);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6267);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
494);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan Keempat
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 984);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang



Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan,
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 99);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022
tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 574);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 364/HK.03-Kpt/08/KPU/2021 tentang Petunjuk
Teknis Pembentukan dan Pertanggungjawaban Tim
Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi
Pemilihan Kabupaten/Kota,

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 60 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dn Komisi
Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran
2022;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 263 Tahun 2022 tentang Standar Tim Pelaksana
Kegiatan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam
Rangka Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Tahun
2024 pada Tahun Anggaran 2022, 2023 dan 2024;

13. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Nomor 47 /KU.05-Kpt/02/SJ/1/2021 tentang
Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang
dan/atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna
Anggaran/Barang pada Komisi Pemilihan Umum
Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Memperhatikan: 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Petikan Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-
076.01.2.657061 /2022 Tanggal 17 November 2021.

2. Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor S-647/MK.02/2022 perihal Satuan Biaya
Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum
dan Tahapan Pemilihan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG NOMOR 70 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA TATA KELOLA
LOGISTIK PEMILU DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUBANG TAHUN ANGGARAN 2023



KESATU :  Menunjuk/Menetapkan Tim Kelompok Kerja Tata Kelola
Pemilu Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang
Tahun Anggaran 2023 (terlampir).

KEDUA :  Honorarium sebagaimana terdapat pada Diktum KESATU
dibayarkan selama 3 (tiga) bulan dari Anggaran APBN DIPA
Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Subang Tahun Anggaran 2023 pada MAK
6871.QGE.001.A.521213.

KETIGA ¢ Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di :  Subang
Pada tanggal : 3 Oktober 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI

UMUM KABUPATEN SUBANG
NOMOR 70 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA TATA

KELOLA LOGISTIK PEMILU DI

PEMILIHAN

LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG
TAHUN ANGGARAN 2023

Daftar Nama Kelompok Kerja Tata Kelola Logistik Pemilu 2024

Jabatan Jabatan Dalam Honor
No. Nama :
Pokja
1s Suryaman Ketua Pengarah 1.600.000
o d Koncara Kadiv Teknis Petigaral 1.600.000
Penyelenggara
3. | Andi Rosjadi Sekretaris Penanggung Jawab| 1.450.000
4. | Abdul Muhyi Kadiv Rendatin Ketua 1.200.000
5. | Aditya Nugraha Kasubbag Kul Sekretaris 1.050.000
6. | Ratih Yeti Kadiv Hukum & Aviai 950.000
Pengawasan
Brevo Yant Kasubbag Teknis 950.000
X Hadiansyah & Hupmas e
L Kasubbag
8. | Tigor Samuel Rendatin Anggota 950.000
9. | Stefany Debora Pelaksana Anggota 950.000
10. | Teguh Himawan Pelaksana Anggota 950.000
11. | Iwan Setiawan Kabag Ops Anggota 950.000
12. | Saepudin Kasat Intelkam Anggota 950.000
: 2 Kanit 1 Sat
13. | Dwi Mujianto Intell Anggota 950.000
14. | Akhmad Adi Sugiarto Kasi Intelejen Anggota 950.000
15. | Kandar Mulyana Staf Intelejen Anggota 950.000
Dansub 1 Unit
16. | Iwan Gunawan Intel Kodim Anggota 950.000
Ditetapkan di Subang

Pada tanggal 3 Oktober 2023




